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Kepolisian Resor Kota Besar Makassar
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KUESIONER
ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR
Kuesioner ini dijadikan sebagai tolak ukur penilaian dan bertujuan untuk
menganalisis bagaimana E-Government dalam Sistem Keamanan Berbasis Closed
Circuit Television (CCTV) di Kota Makassar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai,
maka Saya selaku Peneliti memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari
mengisi kuesioner ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Demikian pemberitahuan ini atas bantuan Bapak/ lbu/ Saudara/ Saudari, Saya
ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.

Tanggal Pengisian :...............
A. IDENTITAS RESPONDEN
(MASYARAKAT, PEGAWAI PEMERINTAH, PETUGAS CCTV, POLISI)

L NI s
2. Jenis Kelamin tPria[ ] Wanita[ ]
T U - U Tahun
4. Pendidikan Terakhir: a. SD/Sederajat d.D1-D3-D4
b. SMP/Sederajat e. S1
c. SMA/Sederajat f. S2 keatas
7. Pekerjaan : a. PNS/TNI/POLRI d. Pelajar/Mahasiswa
b. Pegawai Swasta e. Pensiunan PNS/TNI/POLRI
c. Wiraswasta f.Lainnya:......................
8. Jabatan e e

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Pilinlah jawaban penyataan dibawah ini yang sesuai dengan jawaban Anda
denga Jujur dan tanpa dipengaruhi oleh orang lain.

2. Pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan memberikan
tanda centang (V) pada salah satu jawaban yang tersedia.

3. Jawaban yang tersedia dalam kolom jawaban berupa STS, TS, K, S, SS yang
artinya adalah:

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju

K = Kurang

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

211



SS

No. Pernyataan STS| TS S
Akses Informasi
Pemerintah memberi akses informasi CCTV Kota
' Makassar kepada masyarakat
Pemerintah dapat memberikan dan
2 | memberitahukan informasi CCTV dengan jelas dan
lengkap kepada masyarakat
Transparansi
Pemerintah telah memberikan informasi CCTV yang
' jelas dan terbuka bagi masyarakat
Pemerintah tidak menutup-nutupi informasi CCTV
2 |tentang prosedur, biaya dan tanggung jawabnya
kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan
Akuntabilitas Publik
Pemerintah telah bertanggungjawab atas apa yang
1 |telah diinformasikan bagi masyarakat dan pihak
yang membutuhkan terkait informasi CCTV
Pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan
2 | bak untuk menyediakan informasi CCTV bagi
masyarakat
Integritas
. Pemerintah telah taat pada aturan dalam

pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV di
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Kota Makassar

Pemerintah telah bekerja sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, tidak menambah maupun
mengurangi fakta dalam pelaksanaan sistem

keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar

Pemerintah  menunjukkan  antusiasme  yang
konsisten untuk selalu bekerja dalam pelaksanaan

sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar

Pemerintah memiliki dan menunjukkan komitmen
untuk menjalankan sistem keamanan berbasis

CCTV di Kota Makassar

Daya Tanggap Demokrasi

Pemerintah telah melayani masyarakat dan pihak
yang membutuhkan dengan cepat terkait informasi

CCTV

Pemerintah telah melayani memberikan informasi

CCTV dengan tepat dan mudah

Ketersediaan Layanan

Informasi CCTV dapat diberikan oleh masyarakat
dan pihak yang membutuhkan oleh pemerintah

ketika dibutuhkan

Langkah atau prosedur dalam mendapatkan
informasi CCTV dilakukan dengan mudah oleh

masyarakat dan pihak yang membutuhkan
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Efisiensi / Ekonomi

Pemerintah menggunakan sumber daya yang ada
dalam pelaksanaan sistem keamanan CCTV Kota

Makassar

Pemerintah dengan mampu dengan cepat
melakukan kegiatan dalam pelaksanaan sistem

keamanan CCTV Kota Makassar

Efektivitas / Kualitas Pelayanan

Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi
CCTV yang cepat kepada masyarakat dan pihak

yang membutuhkan

Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi
CCTV yang mudah kepada masyarakat dan pihak

yang membutuhkan

Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi
CCTV dengan ramah kepada masyarakat dan pihak

yang membutuhkan

Kualitas informasi CCTV (visual / tampilan CCTV)
yang diberikan kepada masyarakat dan pihak yang

membutuhkan sudah baik dan terlihat jelas

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan
pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV Kota

Makassar sesuai dengan prosedur

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan
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pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV Kota

Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kondisi sarana peralatan dan perlengkapan dalam
sistem keamanan CCTV Kota Makassar baik dan

layak serta dapat digunakan dengan baik

Pelayanan sistem keamanan CCTV Kota Makassar
merespon masalah / kebutuhan masyarakat secara

tepat

Respon pemerintah/petugas sistem keamanan
CCTV kepada masyarakat dilakukan dengan baik

apabila ada masalah keamanan yang terjadi

10

Pelayanan sistem keamanan CCTV Kota Makassar
(pemerintah dan petugas yang berwenang)

memberikan perhatian yang baik pada masyarakat

Ekuitas

Sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar
merupakan aset yang dapat menambah kekayaan

entitas pada Pemerintah Kota Makassar
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JUMLAH DATA KENDARAAN POLDA SULAWE

NO

POLRES/TA

BUS

S| SELATAN

%

1 KOTA MAKASAR 334.895 2.757 95.848 1.522.0 4.601 1.960.211(38,60
|2 GOWA 33737 90| 13.11]  288.452 017  336.314| 6,62
3 BONE 20.959 295 11.774 267.006 1.004| 301.045 5,93
| 4 PINRANG 17.042 72 7.536  209.786 1.086 235,540, 4,64
5 WAJO 18.374 90| 9.633 153.322 410 181.845| 3,58
| 6 SIDENRENG RAPPANG | 17.170 98  9.352 144042 879  171.6293,38
7 LUWU 10.566/ 64 4134  149.203 472 164.530 3,24
8 MAROS 16.788 77 6.496 138.755 366 162.503| 3,20
| 9 LUWU UTARA 7005 53 5418 141772 532 155.683 3,07
10 LUWU TIMUR 12.535 441 7.792 131.960 530 153.260| 3,02
| 11 KOTA PAREPARE 21.017 139  9.351 119.897, 1197 151.619 2,99
12 BULUKUMBA 13.228 25| 8.585 123.389 516 145.790| 2,87
13 KOTA PALOPO 10.903 84 3.803 120.17 442 135.425| 2,67
PANGKAJENE DAN
14 KEPULAUAN 11.279 60 5.649 115.884 235 133.127| 2,62
15 [TAKALAR 7.767 22| 4.047 110.684| 142 122.666| 2,42
16 SOPPENG 7.480 86| 3.728 74.046 282 85.627| 1,69
17 JENEPONTO 7208 22 459 63544 328 75736149
18 BARRU 6.527 33| 2.795 59.556 332 69.247 1,36
19 SINJAI 3.879 31 1.952 61.881 128 67.874, 1,34
20 TORAJA UTARA 5040 150 2646  57.309 247 65.403 1,29 |
21 TANA TORAJA 4.076 143 3.750 53.535 231 61.736 1,22
| 22 ENREKANG 3339 49 2003  53.704 378 60.400 1,19
23 BANTAENG 4.054 34| 2.617 37.221 221 44.148| 0,87
24 SELAYAR 1.380 23 491 19.223 73 21.191/ 0,42 |
25 kTAK DIISI) 835 @4 575 10.401 4 11.819 0,23

;597.983 4.951228.5824.226.874 15.553% 5.074.368]!

Last update : 2023-10-22 22:19:23
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Nama

AF

Wiwin
Pratiwi
Muhtar
Maulana
Malik
Haryati
Amaliyah S
Salim

Drias
Muh Igbal
Nursyam
Sri Nur
Rahmi
Maryam
Amir
Salim
Bagas

Sandy Putra

Syarifuddin
Ardiansyah

Restu Iman
Bachtiar

Saiful Razaq

Andi Jayanti
Oktaviani

Ardiansyah

Andi
Fahruddin

Nur Surya
Reski

Sri Wahyuni

Fikri Haikal
Wardhana K
Mohd.
Ghalib
Meyzha S.
Bachmid

Muh. Irfan

Risva Lume

Muh. Zakia
Mardi

Rezky
Andryanti

Arizal Kamal

JK

Wanita

Wanita

Pria

Pria

Wanita

Wanita

Wanita

Pria

Pria

Wanita

Pria

Pria

Wanita

Wanita

Pria

Pria

Pria

Wanita

Pria

Wanita

Pria

Pendidikan

S1
SMA/Sederajat
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
SMA/Sederajat
SMA/Sederajat
SMA/Sederajat
S1
SMA/Sederajat
S1
S1
S1
S1
SMA/Sederajat
S1

D4

S1
S1
S2
SMA/Sederajat
S1
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Laskar
Pelangi

Honorer
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PNS
PNS
PNS
Honorer

Honorer
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Honorer
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Kontrak
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Pegawai
Kontrak

Tenaga
Kontrak
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PNS

Honorer

Ketersediaan

Layanan
X6.1 X6.2
5 5
4 4
5 5
5 5
5 5
4 4
4 4
4 4
5 5
5 5
5 4
4 4
4 2
4 4
5 5
5 5
5 5
5 4
3 4
4 4
4 4
5 5
5 5
5 5
4 4
5 5
4 4
5 5
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JDIH ¢
KOTA MAKASSAR

47 INOAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

umun dan kewaspadaan terhadap segala bentuk kriminal
terhadap masyarakat pada ruang publik melalui penyediaan
akses pemantauan disekitar bangunan gedung, maka
dipandang perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah
dan masyarakat dengan kewajiban pemasangan closed circuit
television (CCTV) pada bagunan gedung dalam wilayah Kota
Makassar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang
penyediaan dan pemasangan closed circuit television (CCTV)
pada bangunan gedung.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubahndengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9952);



1L

s 8

12:

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5088);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar
Tahun 2016 Nomor 8).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN

PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA
BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

10.

LY.

L2

1.3,

14.

15.

16,

Daerah adalah Kota Makassar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Makassar.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.

Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar
yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi
Komunikasi dan Informatika.

Ruang Publik adalah ruang terbuka yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh
warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari
Pemerintah Daerah demi keberlangsungan aktivitas.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang meruipakan bukti legalitas, menyatakan
sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau
kegitan tertentu.

Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat
teknologi berupa sistem kamera yaang dapat merekam lingkungan sekitar
sesuai dengan spesifikasinya.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas
dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

Bagunan gedung fungsi hunian adalah bangunan untuk rumah tinggal

tunggal,rumah tinggal deret, rumah susun, rumah kost dan rumah tinggal
sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah meliputi masjid, gereja, pura,
wihara, dan klenteng.

Bangunan gedung fungsi usaha adalah meliputi bangunan gedung untuk
perkantoran, perdagangan, pergudangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan
rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung untuk

pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan
umum.

Bangunan gedung fungsi khusus adalah meliputi bangunan gedung untuk
reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang
diputuskan oleh menteri.



JDIH
KOTA MAKASSAR

17. Videotron adalah media periklanan besaryang biasa ditempatkan pada area
yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan dan/ atau menempel
pada bangunan gedung yang mampu menampilkan teks, gambar atau video
dan berbagai animasi dengan semua index warna secara elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Daerah
untuk mewajibkan dan/atau mendorong pemilik/pengelola Bangunan Gedung
untuk berpartisipatif dalam menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan
Gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam
penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

a. Mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka
perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan ganguan
ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan
gedung; dan

b. Mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dengan sistem
informasi pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan
gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di
ruang publik sekitar area bangunan gedung.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
bangunan gedung;

Videotron;

aspek teknis penyediaan perangkat;

aspek teknis pemasangan perangkat;

aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat;
monitoring dan evaluasi; dan

pemberian sanksi.

o000 o

BAB IV
BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Bangunan gedung meliputi :
a. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha;
b. Bangunan gedung dengan fungsi hunian/tempat tinggal;
¢. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan keagamaan;
d. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan sosial dan budaya;dan
€. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan khusus.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistim informasi
pemerintah Daerah.
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(3) Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada huruf b, c,
d dan e, bersifat sukarela dan partisipatif bagi pemilik/pengelola dalam
menyediakan dan memasang CCTV pada bangunan gedung masing-masing.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari pensyaratan
untuk proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau izin-izin

lainya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan
Walikota.

(5) Untuk proses pemberian izin sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus
terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari dinas.

BAB V
VIDEOTRON
Pasal 6
(1) Videotron meliputi :
a. Videotron yang berdiri ditepi jalan dan/ atau persimpangan;
b. Videotron yang berdiri melintang diatas jalan;dan
c. Videotron yang menempel pada bangunan gedung.
(2) Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c¢ wajib

menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi
Pemerintah Daerah.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari
persyaratan untuk proses pemberian izin reklame dan atau izin-izin lainya yang
menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.

(4) Untuk proses pemberian izin reklame sebagaimana di maksud pada ayat (3)
harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari Dinas terkait

BAB VI
ASPEK TEKNIS
Bagian Kesatu
Aspek Teknis penyediaan perangkat
Pasal 7

(1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang
CCTV dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.

(2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung videotron untuk
pemasangan perangkat CCTV yang mengarah keruang publik;

b. Penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua)
perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/ atau
standar internasional; dan

c¢. Penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintergrasi.

3
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Bagian kedua

Aspek Teknis Pemasangan Perangkat
Pasal 8

(1) Pemilik /pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang
CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.

(2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;

b. Pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP yang dihubungkan
dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah; dan

c. Pemasangan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur
interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi
pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Aspek Teknis Pengoprasian dan perawatan perangkat

Pasal 9

(1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang
CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat.

(2) Teknis pengoprasian dan perawatan perangkat sebagaimana di maksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik; dan

b. Perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu
berfungsi dengan baik.

BAB VII
MINITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaksanaan CCTV pada bangunan
gedung dan Videotron dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11
(I) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dilakukan
untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik

dan terkoneksi dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Dinas secara berkala.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 di
laporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekalli.
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Pasal 12

Selain monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
kewajiban pemasangan CCTV di bangunan gedung dan Videotron sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Pemilik /pengelolah bangunan gedung dan pengelola Videotron yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sampai
dengan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. Peringatan secara tertulis;

b. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
c. Pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
d. Penutupan usaha.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD terkait.

Pasal 14

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,
dilakukan secara patut dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
dalam tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis, paling lama 3 kali 24
jam terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis atau berita acara oleh
pemilik/pengelolah bangunan gedung dan pengelola Videotron.

Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b dilakukan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung belum
melaksanakan kewajibannya sekalipun telah diberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c
dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron, paling
lama 7 (tujuh) hari kerja belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah di
jatuhi sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Penutupan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf d, dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron,

paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum juga melakukan kewajibannya
sekalipun telah di jatuhi sanksi pencabutan izin.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Bangunan gedung/videotron yang telah memiliki/memasang CCTV, sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini, agar menyesuaikan dengan aspek teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA MAKASS
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

IB

BERITA DAERAH TA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 4



